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dan terpadu dengan mengakui dan menghormati
hukum agama dan hukum adat serta
memperbaruhi perundang-undangan warisan
kctonial dan hukum nasional yang tidak
diskrimintatif termesuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reforrnasi
melalui program legislasi, di mana hukum diabdikan
untuk kepentingan nasiona!.

Dalam Program pembangunannasional pada
tahun 2000-2004 disebutkan bahwa lemehuya
penegakkan hukum antara lain disebabkan oleh
belum dileksenekannya pembangunan hukum yang
komprehensif; Intensitns peningkatan produk
peraturan perundang-undangan tidak diimbangi
dengan peningkatan intcgr itas moral dan
profesionalisrne aparat penegak hukum, kesadaran,
dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada
masyarakat. Akibamya jaminan kepastian hukum
tidak dapat tcrcipta, pada akhirnya melemahkan
penegakkan hukum itu sendiri.

Pembangunan hukum merupakan salab satu
pilar dalam pembagunan pada saat ini. Untuk itu
perlu adanya pengkajian hukum seeara menyeluruh
dan kcmprchensif terhadap kebertakuan peraturan
yang ada selama ini, Pemahaman tcrhadap
kcenekaragarnan serta karakter budaya, adat,
agama dan lainnya akan mendorong pembentukan
hukum ysng dlche-cirakan segenap masyarakat. Hal
tcrsebut sangat di pcngarubi begitu besar dan
kemajemukkan negara lndonesia. Dimane tiap-tiep
dacrah memiliki budaya dan 3gama }'ang
nlerefleksikan pada hukum masing-masing daernh.
Oleh karens ilU tidak mudah uotuk melakukan
unifikasi maupun kodifikasi seeara komprehensif
pada peraturall yang telah ada. Sebuah undang­
undans akan bCljalandengan cfektif dan efesien,
jika mWleuldari masyarakat. yangdiresponsifoleh

PENDAHULUAN
Negara indonesia adalah negara yang

berdasarkan hukurn ( rechsstoot). bukan
berdaserken kekuasaan betake (mactnsstaot):
Sumber hukum dari segeta sumber hukum nasional
adalah Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945.
Suatu negara hukum harus memiliki tiga hal yang
harus dipenuhi yaitu a. kedeulatan rakyat; b.adanya
perlindungan hak azasi manusia; dan c. adanya
peradilan yang bebes dan merdeka.

Dalam Peru bah an ketiga Undang-Undang
Daser 1945 di sebetkan secara kongkrit bahwa
sebagai negara demokrasi Indonesia mcnjunjung
kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam
pasal I ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurul Undeng­
Undang Daser." Sedangkan pemyaraan sebagai
negara hukum disebutkan dalam pasel I .yol (3)
yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Sebagai negarayang berdasarkan atas hukum
yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi
agama, panganut egama, bahkan berusaha
memasukkanajaran dan hukum agama Islam dalam
kehldupan berbangsa dan bemegara, sebagaimana
pernyataau 'he founding father Mohammad
Haua, bahwa dalam pengaturan negara hukum,
syariat [slam berdasarkan Al-Quran dan Hadist
depar dijadikan pcraturan perondang-undangan
Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem
syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
(AmruliahAhmad. 1996:178)

Pembangunan hukum nasionnl sebagaimana
telah dicantumkan dalam Garis..Gar'isBesar Haluan
Negara tahun 1999-2004 be<sumberl<an pada nil.i·
nil.i Paneasila dan UUD 1945. Arah Kebijakon
pembangunan hukum nasional bertujuan untuk
menata sistem hukum nasional SCC8fll menyeluruh
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-dimaksud cIengan komprehensivigas yaitu: • iatidal<.
ditctapkan han)" untuk scscorang indivKlu tartpa
keluarga, dan bukan dhetapk .. han),,, untuk satu
keluarga t.. pa mesyerak . bukan pula untuk .atu
masyereket seearn terpisah dari masyarakat
lainnyadashan lingkup urnat Islam, dan ia tidak pula
ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah
dari bangsa-bnngsedunia yang lainnya. baikbang ..
penganut agama ahlukuab maupun kaum
pen)'embah berhalo (paganis)".Karakler lainDya
adalah .... lism " i.lidak mcngabaikan kcnyallaJl
delaen seta papa yang dihalalkan dan yang
diharomksnnya dan juga .idak mcngabaikan ralita
ini dalam setiap apa yang diretapkannya d&ri
peraturan dan hokum bagi individu , keluerge.
masyarakat, negere. dan sef uruh umat
manusia.(Oomnl. Dewi ,2007:125)

MenurutMohtHnnlad Daud Ali ciri utarna
hukum Islam adalah: a. merupakan bagian da
bersumber dari ageme Islam; b.mempunya!
hubungan yang erat dan lidak dapat dipisahkan
dari imam atau llJ.,;.idahdan kesusilaan atau althlak
lslam: c.mcmpunyao duo iSlilab syarial dan fiq.h.

Dalam laporan Seminar Il..okakarya Hokum
islam tahun 1975 telah berhasiJ merumuskan
bah,\'a pengertian hukum Islam itu adalab" hukum
fiqh mU81naiah dalam arti yang luas. yakni
pcngertialllnunusin tcntang kaidah-kaidah (l1onnn~
norma) kClnasyo.I'akal3n yang bersulnber pel1nmo
pada AI·Quran. k.d"" pada Sunnah Rasullull.h.
dan ketig. pada akal pikiran.

Hazairin dalam bukunya "tujuh serangkai"
tentang hukum meng,ttakan bahwa hukum Islam
mcngandung arti "keseluruhan hukum yang tmk
dipisahkan dari kesusilaan yang c1ipatokksn bukan
hanya locpede hak. kev.'ajiban dan pak,aen
pengokohannya. akan lelapi juga kepada lima
pcnghukumall, ynitu \vajib. sunal, jail. (hala).
makruh don hnram. YAllg memuat pcngcrtion
pahala. do," pojian. colaan. dan pembiamn.( l..opora
Hasil Seminar ILokaknrya Hukum Islam I975:24S)

Mcnuru. H.A.Djuuli dalam bukuDya IImu
Fiqih bahw> sclidak-lidakny. harus dipcrha1i~an
pcngcrtian hukum Icncbul scbagai bcrikut:
a. kata·kata "Fiqih Muomalah dalam 3J1i lu.. -

benu1i ioqh ibad.h lidak term .... k k. d.lam
peng.rtian hukum Isl.m. scbab fiqh muamallah
dalam arti luas mcliputi hubungan l11anu.sia
daengan maIlU5!a;
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PEMOAIIASAN
A. Penger.ian Hukum IsIDm

Katn hukum dalam bahasn Indonesia ynng
kila pakai be,asal dari baha .. Arab. hukm, yang
mcmiliki In, nonnaatau kaidah yailu ukuran, torok
uku,. palokan. pedoman yang diJICfSUnakan unluk
menil.i lingbh taku atau perbuaran manusia dan
benda.( Muchsin, 2003:23-24) Huhungao pcrioI1aan
hukum dalam bahasa Indonesia lembul dimas
dengan hllkm dalam pengerlian norma dalam
bohasa Arab itu, nlemang erat sekal i, scbab. set iap
pera,ura", epa pun macaln dan sumbernya
111cngandul'S norma atau ktlidoh sebagai
i.l1inya (Mohamad DaudAli.2007:44)

Hukum Islam adaJah hukum yang bersumber
dari ajaran agama Islamdan jib dilihat dari scgi
",.Ienmoka hukum Islam mcncal<up hUkum lbadat
dan Hukum MuanulaI. Kar3lcteristik Hukum I.bm
berbed. d.ngao hukum-hukum lain yon, berlsku
di mllJ)'arak.t. ~icnurut YusufQarsawi karateristik
hukum dalam IsJam di In.syarekaladalah
konlprchensivltas dan ralisme. Adapun yang

pemcrinah dan DPR yang diproses mel.lui proses
konstirusional. Oe:ngan mcnekankan kajilllokajian
ilmiah. obyektifdan intensifsecara mendalam.

Jumlah penduduk Indonesia rnenurut sensus
pada tahun 2010 sekitar237.641.326 jiw •• dima"a
dnrijumlah tersebut sekitar9S % memeluk agama
lslnm. (www.bps.go.id/) Scjnrah lslnm di nogara
ini sudnh hadir dan berkembang seru ajarMnya
memasyarakat sampai dalam kcbuda)'un rakyat
lndonesia. Kehadiran penjajah tidak mAlnpu unluk
meneabur .kar-akar budayo Islam yong .udah
menyalu dan lertanan dalam kepribadian bangu
Indo nesia.Ol.h karena itu sangal disayangl;anjika
keberldaan hukum lslem yang telah memberiksn
konlribusi besar daJam merebut kcmerdekaan
hnrus terabaikan dan justru hilang.Untuk itu harus
diupayakan agar hukum Islam blsa mcmbcrikan
sumbnngsih bagi perjalanan pembanguuen bangsa,
khususnya pembangunan hukum di Indonesia.
Make salah saru jalan terbaik adolah dengan
mcwariskanpya kcpeda gencraai muda scbagai
peneru. mel.lui betbaglli media. salah satUnya yang
pahns efektif yaitu jalur pendidikan khUSU$Hya
peoo.d,kan tinggi. dengan beberapa olasanyaitu:
.Iuan sej!rlh, alasan penduduk, allsln yuridis,
alasan kcnstitusionil dan ala$an ilmiah.
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sentries" yang menunjukkan betapa eratnya
hubungan entara agama, hukurn, dan negara.
(AmrullahAhmad, 1996: J 78)

Hukurn ada! merupakan cerminan kepribadian
bangsa dan merupakan penjelmaan dari j iwa
bangsa dari abad ke abad. Menurut Kusumadi
Pudjose\vojo memberikan ani adat sebagai tingkah
laku yang oJeh dan dalam suatu masyarakat yang
(sudah,sedang.akan) diadatkan.lstilah hukum adal
muncul dalam perundangan tahun 1920yaitu
undang-undangmengenaipeguruantinggi di negeri
Belanda. Hukum adat adalah hukum yang statuir,
dirnena scbagai besar adalah hukum kebiasaan dan
sebege! kecil hukum lslam. Oalam seminar Hukum
adst dan pernbinaan hukum uasionat di Yogyakarta
tahun 1975 dinyatakan bnhwa" hukumadat
rncrupekan hukum asli Indonesia yang tidak tertulis
dalam bcntuk pcrundang-undangan Republik
Indonesia. yang disana-sini mcugandung unsur
agama Islam. (Soloman B.Tancko,1987: II)

NegaTalndonesia dijajah bangsa asing kurang
lebih 350 tahun oleh negara Spanyol. Pcrtugis,
tnggris dan Belanda dimana sebuah kurun waktu
yang sauget panjang yang melahirkan bebcrapa
generasi dan diikuti munculnya perundeng­
undangan yang mengatur tata kehidupan kawasan
jejeban. hal rersebut hingga saar ini masih
menyisahken pcraturan-peraturan yang berasat dari
negara pcnjejah.

Sebelum pcnjajah masuk \vilayah nusnntara
Islam telah diterima oleh masyaraka.t yang
diperkirnkan Inasuk pada tahun I hijriah dan adapula
yangmengatakan pada abad ke ~7hijriah atau abad
ke ·13 nlasehi. Fakta ini didukungoleh seorangahli
agalna dan hukum (slain dari Samudara Pasai. yaitu
sultan Malikul Zahir. Ballkan ahli hukwn kerajaan
]\1alaka datang ke S31uudrai Pasai untuk
memccahkan masalah-masalah hukum.

Sistcm hukum Islaln dalam masyarakat
bertemu dengan s)'stcm hukum Roma\vi dan atau
sistem hukum adat. dimana hukum Islam
menghargai sistcln hukum yang lain yang telah
menjadi adat kcbiasaan Inasyamkat. sclalna tidak
bertentangan dengan ketentuan-kctcntuan yang
telah digariskan dengan tegas di dalam hukum Islam.
Kaidah hukuln Islam tidak menganut system
lerturup yang menyebabkan statlSdan tidak mcmiliki
dinamika. tetapi juga tidal<.menganut sistcm yang
terbuka secara mutlak yang mengakibatkan
hiiangnY8 identitas sebagai hukum Islam.

B. Hubungan Jiukun} Islam dengan Hukum
Ada. dan Hukunl Barat/Ron18,vi

Berdasarkan theory Friederich Julius Stahl
dan Hazairin, mcngcmukakan leori "/ingkaran

b. pengertian hukum Islam tersebut diatas
d iusahakan dala rangka menyamakan pengetian
hukum di dalam Islam dengan pengertien hukum
di daJam aistem hukum Rornawi dan sistem
hukum adat.( H.A.Djozuli.2010: 14)
Orang rnenyamakanistilah hukum Islam

dcngan syari'ar atau tiqh. Padahal bila kila cermati
lebih dalam akan jetas pengertian dan perbedaan
masing-masing serta cakupan bahasan. Hukum
Islam dan agama Islam sering disalah paharni.
Menurut Mohammad Daud Ali ada tiga hal yang
mcnyebabkau:
a. salah memahami ruang Iingkup ajarnn agama;
b. salah mcngarcbarkau kerangka dasar ajaran

lslam: dan
c. salah mcrnpergunakan metode mempelajari

Islam.
Pengertian hukurn Islam yang biasa digunakan

secara luas di masyarakat adalah pengertian hukum
seperti fiqh yang dikemukekan AI-Ghazati • yaitu
hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan
mukalaf. Dalam sistem hukum Islam ada lima hukm
atau kaidah, yang dijadikan petoken perbuatan
manusia, baik beribadah maupun bcrmuamalah.
Kelima kaidah itu disebut al-ahkam al-kharnseh
adalah; I.wajib; 2 Sunnah; 3.Mubah: 4. Makruh; dan
5. Herem. Penggolongan dari kelimajenis di dalam
kcpustakaan Islam disebut taklif yaitu norma atau
kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung
ke\vcnangan tcrbuka. yaitu kebebasan Inelnilih
unttlk melakukan atall tidak melakukan sesua{u
perbuatan, yang disebutja'iz. mubah stau ibahnh.
Mungkinjuga hukum taklifi itu mcngandung knKlah
yang seyogyanya tidakdilakukan karenajelas tidak
berguna dan akan Inerugikan orang melakukannya
(makruh). Mungkin juga mengandung perintah
yang \\'Ajib dilakukan (fardu atau wajib). dan
mcngandung larangan ulltuk dilakukan
(haram).Masing-masing penggolongan. penjenisan
dan kategori hukum ini dibagi lagi oleh para ahli
hukum rslaln ke dalam bebcrapa bag ian ),ang lebih
rinci dcngan tolok ukur tertentu yang dapat
dipctajari dalam kitalrkitab ilmu usul (iqih' yaitu
illnu pengetahauan yang mcmbahas dasar-da.~ar
pembennlkan hukuln fiqih Islam.

M. Kholrvl Huda, Kedudukan H\iwm Islam .
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C. Hu kum Islam datam Pembnngunnn
Hokum Nasionai
Ungkapan "Ubi Societas Ibis Lus" yang

artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum.
Karena bise kiltl katakan, bahwa hukum di
Indonesia sudah ada sejak adanya rnasyarakat yang
mcndiami kepulauan nusantara intoTentu saja itu
bcrlangsung cukup lema sckall. Hokum yang
berfaku dimasyarakat mengikuti tingkat
perkembangan masyarakat.

Setelah Indonesia rnerdeka make bedirilah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana
dalam undang-undang dasar telah memberikan
arahan yang mendasarkan bagaimana scharusnya
hukum di Indonesia. sehingga rnelehirken konsep
unifikasi dalam pembcelakuan hukum untuk seluruh
wilayah nusantara. Seluruh kepulauan nusantara
merupakan satu kesatuan hukum da)am ani hanya
ada saru hukun nasional yang mengabdi kepada
kcpcmingen nasiona1.( Padmo Wahyono. I989: 18)

Menurut Busanul Arifin babwa prospek
hukum islam dalam pernbangunan hokum nasional
sangat positifkarena secaro cultural. yuridis. dan
sosiologis memiliki akaryangkuat. Hukum Islaln
menurutnya mcnav.'arkan konscp hukum yang
lebih univel'sal dan mendasarkan pada nilai·nilai
csensial mallusia scbagai kbalifatullah. bukan
sebagai }lOl110 econonu·clIs.

Untuk membentuk Sat'llsistem hukum nasional
diperJukan usaha yang scrius dan tcrus moncrus.
karena sebagaian besae hukuJn yang berlaku belum
membentuk satu keS£ltuan sisrem karena adanya
pasal 11 aturan pcralihan UUD 1945 yong
menyebutkan: "segala badan negara dan pernturan
yang ada masih berlaku. selama bcIurn diadJ:kan
yang barn menurut Undang.Undang Dasar ini."
Schingga mcmba\\'a dampak pada keberagaman
sebagai oorikut:

mesyeraket dan untuk scpaojang waktu yang
disebut Ftqh Nabawi.

010h karena Iru apabila hukum Islam bertemu
dengan hukum positif yaitu hukum yang berLaku
dalam suatu masyarakat tertentu, pada waktu
tertentu dalarn suatu masyaraker tertentu scring
terjadi penycrapan hukum Islam oleh masyarakat
teetentu yang dipengaruhi oleh keadilan dan
kcsadaran hukurn mesyerakat.
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Jika diperhatikan perbedaan antara hukum
yang berfaham kemesyaraketen {system hukum
romawi dan adat} dengan sistem hukum yang
berfaham kewahyuan (system hukum Islam).
perbedeen entara lain:
a. Sistem hukum kernasyarakatan, hukum

merupakan perseimbanan antara hak dan
kewajibanyang dapat dipaksakan penunainnya
oleh penguasa, Dalam system kewahyuan
kesefuruhen hukwn tidak hanya dkukukahkan
kepada hak, kewajiban dan paksaan
peugokohannye, akan tempi juga kepada lima
pengenian perhukuman, yaitu wajib, sunat.jeiz
(halal), rnakmh dan harem yang rnengandung
pengertian pahala, pujian, pembiaran celaan dan
hukuman;

b. Sistem hukum kemaeyarakatan ada batas
antara lingkungan hukum dan lingkungan
kesustjaeo. rneskipun ada sebagian dari
lingkungan kcsusilaan itu yang ditarik ke
lingkungan hukum. Dalam sistcm hukum
kewahyuan tidak diadakan bates lingkungen
tersebut.

c. Sistem hukum paham kemasyarakatan, hukum
agama hanya boleh dijalankan oleh penguasa
sebatas hokum tersebut telah dianggap hukum
olch masyarakat. Apabila belum diterima oleh
masyarakat sebagai hukum, maka hukum agama
disederajatkan dengan kesusilaan. Sedangkan
dalam sistem hukum kewahyuan hukurn agama
inilah yang paling utama untuk dijalankan
meskipun bertentangan dengan kernauan
manusia dalam Inas),arakal alau bertentangan
dengan corak, bentuk dan susunan masyaraka1.

d. Sistem hukuln kC1nasyarakatan~hukuln itu hanya
scbagaian dari ciptaan kebudayaan manusia,
schingga llntuk. setiap masyarakat mcmpunyai
hukumnya masing·masingsesuai dengan corak.
bcntuk.susunan dan kebutuhan masyarakat pada
\vaktu ito.
Sistcm huklrm Is.lamsumbcr hukum dan atu.rall

Alloh, Sunnah Nabi dan Jjtihat berpedoman kepada
Kitabullah dan Sunnaturasul. Oleh kaena itudalam
sistem hukum Islam ada prinsip-prinsip hukum dan
aturan·atllran yang berlaku untuk seluruh
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PENU11Il'
I. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan sebegai
berikut: a.Hukum Islam. deism sistem hukum
Indonesia sama dan sederajat dengan hukum adat
dan hukum barat b. hukum Islam menjadi sumber
pembentukan hukum nasional disamplng hukurn
adat dan bukum barat.
b.Son in

Dalam rangka pembangunan peran bukum
Islam sangat di butuhkan, unruk itu para pembentuk
undang-undang harus mengali nilai-nilai yang
terkandung daJam ajaran Islam yang menjiwsi
seluruh kehidupan masyarakat indonesia.

a. Hukum beret dati zaman penjajahan yang
sifatnya individualistik;

b. Hukum adat yang bersifat komunal dan
c. Ada hukum Islam yang sifamye religious.

DaLam Perkembangan akhir-akhir ini produk
hukurn semakin diwarnai cleh muatan ..muatan
hukum Islam dalam perudeng-undangan naslonat.
Adapun indikasi ini dapat kit. lihat sebagai berikut:
a. Undang-Undang yang sudab ada dan bcrlaku

saar ini, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan
Agama, UU Penyelenggaraan Keistimewaan
Aceh, UU Pcngelolean Zakat, UU Perbankan
yang mernuat prinsip ekonomi syariah,
merupakan modal bagi terbentuknya undang­
undangysng lain;

b. Jumlab penduduk Indonesia yang mencepei
lebih kurang 95 010 beragama Islam akan
memberikan pertimbengan yang signifikan
dalam mengakomodasi kepentingannya. Demi
terselenggaranya pelaksanaan hukum yang
lebih efektif dan eflsien, maka solusi yang tepat
adalah memenuhi aspirasi mayoritas penduduk
Indonesia yang baragama Islam;

c. Kesadaran umat Islam dalam praktek sehari­
hari. Banyak aktivitas keagamaan masyarakat
yang terjadi selama ini memerupakan cenninan
kesederen mereka menjalankan syariet atau
hukum islam. Seperti pembagaia waris dan
zakat;

d. Politik pemerintah ataupun political will dan
pemerinabdalam hal ini saogatdibutahkan.Tanpa
adanya kernua n politik dari pemerinab, mustahil
hukum Islammenjadi bagian dari tata hukum di
Indonesia.
Putusan-putusan hokim dipengaditan,

khususnya di pengadilan agama dan Mabkamab
Agung sudah merujuk pada undang-undang serta
memperhatikan hukum yang berlaku di tengah
masyarakat khususnya hukum Islam.

Begitu pula lernbaga-lembaga negara dan
akrivitasnya menunjukkan akomdatifnya terbadap
pelaksanaan hukum Islam seperti di Departemen
Agama serta Majelis UJama Indonesia dengan
fatwa-fatwanya. Demikianpula organlsasi
masayarakat keagamaan juga memberikan
kontribusi yang sanga! besar daJam pengembangan
hukum Islam khususnya pad a \vaktu proses
pcmbcntukan pcrundang-undangan.

M. KhOII'\JI Hvda.. t<eclUClulc8n Hukum lsiem.. ..


	pdf101.pdf
	pdf102.pdf
	pdf103.pdf
	pdf104.pdf
	pdf105.pdf

